
  

  

 

 
GUBERNUR PAPUA BARAT 

 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 
NOMOR 23 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 
Menimbang  : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu 

ditetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2014;  

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara  3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688); 



  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851; 

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya 
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten 
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3894) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 
Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000      Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3960) 
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003; 

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 



  

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

10. Undang-undang Nomor  32  Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2004  

Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4437). 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 



  

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  
2004  tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggaota  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2004   Nomor  90,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  4416), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggaota  Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 



  

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011   Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah. 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun 2014. 



  

26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Papua Barat Nomor 18); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat 

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya 

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua 
Barat Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat 

Nomor 25); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan 
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 
Provinsi Papua Barat; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat 
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

Pasal 1 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2014 terdiri atas :  

1. Pendapatan      

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.     203.783.300.000,00 

b. Dana Perimbangan  Rp.  2.393.668.735.189,79   

c. Lain-lain Pedapatan yang sah   Rp.  2.672.863.930.000,00 

Jumlah Pendapatan Sebesar  Rp. ,5.270.315.965.189,79 

 

  



  

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.870.179.976.714,45 

1) Belanja Pegawai  Rp.    329.896.700.000,00 

2) Belanja Bunga  Rp.                             0,00 

3) Belanja Subsidi  Rp.                             0,00 

4) Belanja Hibah  Rp.    437.125.130.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.      32.044.750.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota Rp.    926.651.515.284,45 

7) Belanja Bantuan Keuangan  

 Kab/Kota/Distrik/Kelurahan   

 Dan Kampung   Rp. 1.486.765.505.152,00 

8) Belanja Tidak Terduga   Rp.      20.000.000.000,00 

 

b. Belanja Langsung Rp. 2.637.696.376.278,00 

1) Belanja Pegawai Rp.    151.999.263.372,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.106.059.810.506,00  

3) Belanja Modal Rp. 1.379.637.302.400,00 

Jumlah Belanja sebesarRp. 5.870.212.220.740,45 

Surplus / (Defisit) sebesarRp.   (599.864.011.524,66) 

 

Pasal 2 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Papua Barat. 

                                              

 



  

Ditetapkan di Manokwari 
pada tanggal 31 Desember 2013 

 
GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 
CAP/TTD 

 

ABRAHAM O. ATURURI 

 
Ditetapkan di Manokwari 

pada tanggal 31 Desember 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI PAPUA BARAT, 

 

CAP/TTD 
 

ISHAK L. HALLATU 
 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR  22 

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 
 

 
WAFIK WURYANTO 
Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19570830 198203 1 005 
 

 


